
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
50, Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia 
Nomor 2755); 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

b. Bahwa berdasarkan kajian penilaian yang dilakukan oleh 
CV. Afta Engineering Consultant tentang Penilaian 
Tunjangan Transportasi Ketua Wakil dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari; 

c. bahwa berdasarkan Surat Pernerintah Daerah Provinsi 
Jambi Nomor 100.3.1.1/794/SETDA.HKM-2.3/III/2023 
Tanggal 28 Maret 2023 hal Hasil Fasilitasi Ranperbup; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a, b dan c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Batang Hari tentang 
Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari. 

Menimbang 

BUPATI BATANG HARI, , 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

NOMOR ;;LI TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BATANG HARI 

BUPATI BATANG HARI 
PROVINS! JAMB! 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 680 I): 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang 
Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2923 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 684 7); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 



(l) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan 
perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan: Anggota DPRD, kepada yang 
bersangkutan diberikan tunjangan transportasi. 

BAB II 
TUNJANGAN TRANSPORTASI 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupat.en Batang Hari. 
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari sesuai peraturan perundang­ 
undangan. 

6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD 
Kabupaten Batang Hari sesuai peraturan perundang-undangan. 

7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Batang Hari. 

8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Batang Hari. 

9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 
menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan 
Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi dan Dana 
Operasional Pimpinan DPRD. 

10. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD setiap bulan yang dibayarkan dalam bentuk uang. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang .selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan 
dengan peraturan daerah. . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN 
TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARL 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781): 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 
2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ba tang Hari Tahun 2017 
Nomor 2); 



Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari 
Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari 
(Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 67), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tunjangan transportasi, 
Pimpinan dan Anggota DPRD secara individu/perorangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3), sudah termasuk ketentuan pajak PPh 21 sesuai ketentuan Perundang - 
undangan. 

Pasal 6 

Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang 
Hari. 

Pasal 5 

BAB III 
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

TUN .. JANGAN TRANSPORTASI 

(1) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan 
standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar 
kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya 
perawatan dan biaya 
operasional kendaraan dinas; 

(2) Besaran Tunjangan Transportasi dihitung oleh Sekretariat DPRD ·. secara 
periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan 
asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang 
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; 

(3) Tunjangan Transportasi Anggota DPRD diberikan setiap bulan paling 
besar/maksimal Rp.17.000.000,00 (tujuh belasjuta rupiah). 

Pasa14 

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat 
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan. 

Pasal3 

(2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap 
bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. 

(3) Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak 
diberikan tunjangan transportasi. 



MUHAMAD AZA~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2023 
NOMOR: 

TEN BATANG HARI SEKRETARIS DAE 
\ 

MUARA BULIAN 
2023 

Diundangkan di 
Pada tanggal 

• 

: MUARA BULIAN 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 


